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Penyidikan merupakan salah satu proses penting dalam penyel esaian kasus tindak pidana perpajakan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No 28 tahun 2007, yang berwenang untuk
melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan
Direktorat Jendral Pgjak. Namun, ada pihak-pihak lain yang terkait dengan penyidikan tindak pidana
perpajakan seperti kepolisian, kejaksaan, sertainstansi-instansi lainnya. Oleh karena itu membutuhkan
kejelasan kewenangan dalam proses penyidikan, terutama dalam praktek dimana terdapat beberapa aspek
tindak pidana, seperti kasus AAG yang memiliki aspek tindak pidana perpajakan, tindak pidana pencucian
uang dan tindak pidana korupsi. Batasan kewenangan, serta proses penyidikan tindak pidana perpajakan itu
diatur melalui KUHAP, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, K eputusan Direktur
Jendral Nomor KEP-272/PJ/2002, serta dalam praktek penyidikan dibuat Memorandum of Understanding
(MoU) antara Direktorat Jendral Pajak dengan berbagai instansi lainnya. Dengan menggunakan metode
penelitian hukum normatif, skripsi ini mencoba menjawab permasalahan kedudukan dan kewenangan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Pajak dalam penyidikan tindak pidana perpajakan, serta
proses penyidikan tindak pidana perpajakan tersebut. Dengan adanya kejel asan kewenangan dalam proses
penyidikan diharapkan penyidikan tindak pidana perpajakan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga
mampu meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dan meningkatkan penerimaan kas negara dari pajak.
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